BUPATI KUTAI KARTANEGARA
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PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 4
TAHUN 2011 TENTANG UANG MAKAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG
MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten

Mengingat

4

Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan
Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara, terbentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

.bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

merupakan satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai
Kartanegara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai

- Kartanegara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Uang Makan dan

Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi pegawai Negeri sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851); :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

10.

11.

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004  tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Repulik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republiki
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Wewenang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010
Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun
2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10
Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11
Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2011 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Rumah Sakit Umum
Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011
Nomor 12);

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun Tahun
2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah.



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG UANG
MAKAN DAN TATA CARA SERTA PEMBAYARAN UANG
MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Negeri

Sipil

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara..diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 12 diubah, sehingga Pasal
1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun1945.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS dan
Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS,
adalah mereka yanga telah memenuhi syarat yang dalam
peraturan perundang-undangan uang berlaku diangkat
oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara
lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-
undangan dan digaji menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai
berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk
keperluan makan Pegawai.

Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan
tanda tangan Pegawai sebagai bukti bahwa Pegawai
tersebut hadir pada hari kerja.



10.

11.

12.

Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dlbuat
oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
Pengeluaran yang memuat nama Pegawai, jumlah hari
hadir kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, uang
makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah
bersih yang diterima pegawai. .

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah
surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa
seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan
Pegawai telah dihitung dengan benar dan disertai
kesanggupan untuk mengembalikan kepada Kas Daerah
apabila terdapat kelebihan pembayaran.

Surat Pemintaan Pembayaran yang selanjutnya dlseb1‘1t SPP
adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pe_]abat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan | dan
disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemben
kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerblt
SPM berkenaan. |

|
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM
adalah  dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna  Anggaran atau pejabat lain
yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari
DPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

|

|

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa
Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeljuaran
atas beban APBD berdasarkan SPM.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sébagai

berikut :

Pasal 9

Surat Perintah Membanyar Langsung (SPM-LS) Uang Makan
diajukan ke Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D, dllampm

dengan :

a.

b.

C.

daftar Perhitungan Uang Makan;
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
SSP PPh Pasal 21.




Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Maret 2012

BUPATLKUT ANEGARA,
RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Maret 201

SEKRETARIS DAERAH KABUPAT UTAI KARTANEGARA,

ANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012 NOMOR 33



